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Abstract 
 

Synchronization of Land Data from the Cimahi City National Land Agency (BPN) and Land and 

Building Tax Data from the Cimahi City Regional Development Planning Agency (Bappenda) Based on 

Land Plot Maps. Land administration, once digitized, now offers convenience to the public. The Ministry 

of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) adopted a modern land 

administration paradigm as a policy guideline for the 2020-2024 period. This paradigm has one main pillar, 

namely Land Information, which serves as the basis for supporting four additional pillars. These pillars 

include Land Control, Land Value, Land Use, and Land Development. With effective Land Management in 

modern land administration, sustainable economic and social development can be achieved. In the 

implementation of land services, some land plots still do not match the land object with the actual location, 

and there are still some land owner names according to the certificate that do not match the taxpayer's 

name. Massive initial land registration has resulted in reduced validity of plotted land plots. To support this 

program, valid and comprehensive data is needed, including innovations in improving spatial and attribute 

data. In Cimahi City, there are two institutions that use land plot data: the Cimahi City National Land 

Agency (BPN) and the Cimahi City Regional Development Planning Agency (Bappenda). However, several 

issues remain, such as inconsistencies in land plot positions, unregistered plots, mismatched taxpayer 

names, and unrecorded Taxpayer Identification Numbers (NOP). Therefore, data improvement is essential 

through data synchronization between the two institutions. This activity is the first of two phases of land 

plot data improvement: the first phase focuses on improving attribute data and plot positions, while the 

second phase will focus on further spatial data improvement. 
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Abstrak 
 

Administrasi pertanahan ketika telah terdigitalisasi kini memberikan kemudahan bagi masyarakat. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadopsi paradigma 

administrasi pertanahan modern sebagai pedoman kebijakan untuk periode 2020-2024. Dalam paradigma 

ini terdapat 1 pilar utama, yaitu Informasi Tanah yang berfungsi sebagai dasar untuk mendukung 4 pilar 

tambahan. Pilar-pilar tersebut mencakup Penguasaan Tanah, Nilai Tanah, Penggunaan Tanah dan 

Pengembangan Tanah. Dengan efektivitas Manajemen Tanah dalam administrasi pertanahan modern, 

pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi dan sosial dapat tercapai. Dalam pelaksanakan layanan 

pertanahan terdapat bidang-bidang tanah yang masih tidak sesuai objek bidang tanah dengan posisi 

sebenarnya dan masih terdapat nama pemilik sesuai sertifikat tidak sama dengan nama wajib pajak. 

Pendaftaran tanah pertama kali yang masif mengakibatkan kurangnya validitas bidang tanah terploting. 

Untuk mendukung program tersebut, diperlukan data yang valid dan komprehensif, termasuk inovasi dalam 
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perbaikan data bidang tanah spasial dan atribut. Di Kota Cimahi, terdapat 2 institusi yang menggunakan 

data bidang tanah, yaitu BPN Kota Cimahi dan Bappenda Kota Cimahi. Namun, terdapat beberapa masalah 

seperti ketidaksesuaian posisi bidang tanah, bidang tanah yang belum terdaftar, nama wajib pajak yang tidak 

sesuai dan NOP yang belum terdata. Oleh karena itu, perbaikan data sangat diperlukan, melalui sinkronisasi 

data antara kedua institusi tersebut. Kegiatan ini merupakan fase pertama dari 2 fase perbaikan data bidang 

tanah, di mana fase pertama berfokus pada perbaikan data atribut dan posisi bidang tanah, sedangkan fase 

kedua akan berfokus pada perbaikan data spasial selanjutnya. 

 

Kata kunci: sinkronisasi, data, kualitas, pembaruan, dokumen 
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PENDAHULUAN  

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan 

sertifikat tanah adalah dua komponen krusial dalam 

pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia. PBB 

merupakan pajak wajib yang dikenakan atas kepemilikan 

tanah dan bangunan oleh perorangan atau badan hukum, 

sedangkan sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti 

kepemilikan yang sah dan disahkan oleh pemerintah. 

Pentingnya sinkronisasi antara data PBB dan sertifikat 

tanah bertujuan untuk membangun sistem yang 

terintegrasi, efisien dan transparan dalam pengelolaan 

tanah dan properti. Dalam karya ilmiah ini, akan 

membahas tentang konsep dasar PBB, sertifikat tanah, 

keuntungan dari sinkronisasi kedua sistem, serta 

tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses 

sinkronisasi tersebut. Berdasarkan Visi dan Misi 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang 

Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 yaitu 

menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan 

pertanahan yang andal sesuai standar global dalam 

pelayanan kepada masyarakat untuk mendukung 

terwujudnya: “Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” 

merupakan landasan yang ingin dicapai selama 5 tahun 

ke depan. Kantor Pertanahan Kota Cimahi yang 

merupakan bagian dari Kementerian Agraria dan Badan 

Pertanahan Nasional menjalankan visi dan misi 

Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional. 

dengan melakukan Pembangunan Kota Lengkap. Salah 

satu misi untuk mencapainya adalah dengan dilaksanakan 

Peningkatan Kualitas Data Pertanahan di Kota Cimahi. 

Melalui Peningkatan Kualitas Data Pertanahan di Kota 

Cimahi diharapkan dapat meningkatkan kualitas data 

spasial bidang tanah beserta bidang-bidang tanah di 

sekitarnya untuk kemudahan berusaha dan pelayanan 

pertanahan serta mewujudkan visi dan misi yang ingin 

dicapai oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional yang bersinergi dengan One Map 

Policy. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan 

sertifikat tanah adalah dua komponen krusial dalam 

pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia. PBB 

merupakan pajak wajib yang dikenakan atas kepemilikan 

tanah dan bangunan oleh perorangan atau badan hukum, 

sedangkan sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti 

kepemilikan yang sah dan disahkan oleh pemerintah. 

Pentingnya sinkronisasi antara data PBB dan sertifikat 

tanah bertujuan untuk membangun sistem yang 

terintegrasi, efisien dan transparan dalam pengelolaan 

tanah dan properti. Dalam karya ilmiah ini, akan 

membahas tentang konsep dasar PBB, sertifikat tanah, 

keuntungan dari sinkronisasi kedua sistem, serta 

tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses 

sinkronisasi tersebut. 

Sertifikat tanah merupakan dokumen hukum yang 

berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan tanah. Dokumen 

ini diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

dan memiliki peranan yang sangat krusial dalam berbagai 

transaksi tanah, termasuk jual beli, hibah, atau warisan. 

Sertifikat tanah menjadi sangat penting dalam berbagai 

proses hukum dan administrasi, seperti pengurusan 

pinjaman bank (dengan sertifikat tanah sebagai jaminan), 

serta pendaftaran pajak seperti PBB. Seperti yang 

tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria jenis sertifikat 

hak atas tanah di Indonesia meliputi Sertifikat Hak Milik 

(SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 

Sertifikat Hak Pakai (SHP). Sertifikat tanah adalah 

dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BPN yang 

menunjukkan bukti sah atas hak kepemilikan atau hak 

guna terhadap suatu bidang tanah. 

PBB merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang signifikan. PBB dikenakan kepada pemilik 

tanah dan bangunan, baik individu maupun badan usaha, 

berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). PBB 

diwajibkan agar dibayarkan setiap tahun oleh pemilik 

tanah dan bangunan yang terdaftar. 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang 

dibebankan kepada pemilik tanah dan/atau bangunan di 

seluruh Indonesia. Salah satu sumber pendapatan PBB 

berfungsi untuk mendanai pembangunan infrastruktur 
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dan pelayanan publik di tingkat daerah. Beberapa alasan 

pentingnya sinkronisasi data pertanahan dengan Pajak 

Bumi dan Bangunan: 

• Meningkatkan akurasi data.  

• Sinkronisasi memastikan kesesuaian data 

pertanahan dan PBB.  

• Mengurangi kesalahan data.  

• Menghindari perbedaan data yang dapat 

menyebabkan kesalahpahaman.  

• Memudahkan pemeliharaan data.  

Sinkronisasi mempermudah pembaruan dan 

pengelolaan data. Dengan sinkronisasi, pemilik tanah 

hanya perlu memperbarui data di satu sistem dan sistem 

lainnya otomatis akan mendapatkan pembaruan tersebut. 

Sinkronisasi dapat mengurangi tumpang tindih 

kepemilikan tanah dan meminimalkan konflik 

kepemilikan. Memastikan bahwa semua tanah yang 

memiliki sertifikat terdaftar dalam sistem PBB akan 

meningkatkan kepatuhan pajak dan mencegah 

penghindaran pajak. Transaksi tanah menjadi lebih 

mudah karena data kepemilikan dan pembayaran PBB 

dapat diakses dalam satu sistem yang terintegrasi. Sistem 

berbasis digital dapat digunakan untuk mengintegrasikan 

pangkalan data dari BPN Kota Cimahi dan Bappenda 

Kota Cimahi. Dengan memanfaatkan basis data 

elektronik yang terkoneksi, setiap pembaruan yang 

dilakukan pada data sertifikat tanah ke depannya bisa 

langsung berada dalam sistem PBB, begitu juga 

sebaliknya. 

 

 
Gambar 1. Paparan WBK Kantor Pertanahan Kota 

Cimahi Tahun 2024 

 

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pilot 

proyek peningkatan kualitas data dan sinkronisasi data 

PBB Kota Cimahi secara menyeluruh dalam satuan 

desa/kelurahan, yang dilaksanakan oleh Kantor 

Pertanahan Kota Cimahi. Adapun tujuannya adalah 

dengan peningkatan kualitas data spasial, dapat 

membangun desa/kelurahan lengkap sesuai dengan fakta 

lapangan dan diperolehnya sistem operasi dan prosedur 

dalam peningkatan kualitas data. 

 

METODE PENELITIAN 

 
Gambar 2. Flowchart sinkronisasi 

 

Untuk mencapai sinkronisasi yang optimal antara 

BPN Kota Cimahi dan Bappenda Kota Cimahi, 

diperlukan serangkaian langkah teknis yang melibatkan 

kerja sama antara tim teknologi informasi (TI) dari kedua 

instansi. BPN bertanggung jawab atas pengelolaan data 

sertifikat tanah, yang mencakup informasi mengenai 

nama pemilik, nomor sertifikat, luas tanah dan 

penggunaan lahan. Sementara itu, Bappenda mengelola 

data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang meliputi 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tagihan PBB, serta status 

pembayaran pajak. Pada tahap pengambilan data, 

formulir akan dibagikan oleh RW/RT kepada pemilik 

tanah. Kegiatan ini akan dimulai dengan pengisian 

formulir pendataan per RT yang akan disampaikan saat 

sosialisasi berlangsung. 

 

 
Gambar 3. Formulir pendataan di lapangan 
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Contoh formulir dan pendataan di studio akan 

diproses menggunakan data dari BPN Kota Cimahi. Hasil 

dari pendataan identifikasi bidang menunjukkan jumlah 

total 10.548 bidang yang akan diolah. Berdasarkan 

informasi tersebut, proses pengolahan akan dilakukan 

terlebih dahulu di studio dengan kondisi tertentu. 

Aplikasi yang digunakan dalam proses ini adalah ArcMap 

10.8 dan Autocad 2021. 

 

 
Gambar 4. Titik titik lokasi yang ditunjukkan oleh 

ketua RT/RW di Kelurahan Citeureup 

 

 
Gambar 5. Atribut titik pendataan di Kelurahan 

Citeureup. 

 

Setelah data terkumpul, sinkronisasi antara BPN 

dan Bappenda dapat dilakukan. Data yang dikumpulkan 

dari formulir akan diverifikasi oleh kedua pihak dan 

digunakan untuk menyamakan informasi terkait tanah 

dan pajak. Dari hasil pendataan 10.548 titik lalu 

disinkronkan dan menghasilkan data yang sesuai 

berjumlah 4.386 bidang yang tidak sesuai (berbeda nama 

pemilik) berjumlah 6.162 bidang. 

 

 
Gambar 6. Proses hasil kegiatan sinkronisasi di 

Kelurahan Citeureup Kota Cimahi. 

 

Data yang berhasil diperoleh dari pendataan 

bersama ketua RT/RW di Kelurahan Citeureup sejumlah 

10.548 bidang. Dari jumlah tersebut, terdapat 6.162 

bidang yang perlu dilakukan pengecekan lapangan karena 

ketidaksesuaian nama. Petugas dilengkapi dengan peta 

dan formulir yang telah diberi nomor peta bidang untuk 

melaksanakan pengecekan di lapangan. Total bidang 

yang harus diperiksa di lapangan berjumlah 6.162, yang 

merupakan gabungan dari data BPN Kota Cimahi dan 

Bappenda Kota Cimahi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 7. Rekapitulasi sinkronisasi data 

Keterangan Jumlah 

data 

Jumlah 

Sinkron 

Tidak 

Sinkron 

Data 

Sertifikat 

10.569 4.386 6.183 

Data PBB 10.548 7.284 3.300 

 

Tabel 8. Hasil Pendataan lapangan di Kelurahan 

Citeureup 

No Keterangan Jumlah 

1 Bidang Terdata di Lapangan 10.548 

 

Bidang Terdaftar di BPN Kelurahan Citeureup 

Hak Milik 10.158 

Hak Guna Bangunan 372 

Hak Pakai 39 

Hak Wakaf 28 
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Jumlah 10.569 

 

No NOP Jumlah 

Persil 

Persentase 

(%) 

1 Sesuai 7.284 69,05 

2 Tidak Sesuai 3.300 31,28 

 Jumlah 10.548 100 

 

No Nama Subjek 

Hak di Sertifikat 

Jumlah 

Persil 

Persentase 

(%) 

1 Sesuai 4.386 41,58 

2 Tidak Sesuai 6.183 58,42 

 Jumlah 10.569 100 

 

No Kesesuaian Data 

Subjek Hak 

Serifikat dan 

Subjek Pajak 

Jumlah 

Persil 

Persentase 

(%) 

1 Sesuai 4.386 41,58 

2 Tidak Sesuai 6.162 58,42 

 Jumlah 10.548 100 

*data awal hasil sinkronisasi 

 

 
Gambar 9. Hasil persentase awal di Kelurahan 

Citeureup Kota Cimahi 

 

Proses verifikasi dilaksanakan untuk memastikan 

bahwa data yang disinkronkan antara BPN dan Bappenda 

adalah valid. Selain itu, pemutakhiran data perlu 

dilakukan secara berkala agar setiap perubahan yang 

terjadi pada salah satu sistem dapat terakomodasi. 

Terdapat ketidaksesuaian antara bentuk bidang tanah 

dengan topografinya. Ditemukan bahwa posisi bidang 

tanah tidak sesuai dengan lokasi yang sebenarnya di 

beberapa tempat tertentu. 

 

 
Gambar 10. Bidang tanah yang tidak sesuai posisinya 

dalam peta foto 

 

Melalui proses sinkronisasi, pemerintah daerah 

dapat meningkatkan efisiensi dalam pengawasan 

terhadap aset tanah dan bangunan yang belum memenuhi 

kewajiban pajak atau mengalami perubahan status, 

seperti peralihan kepemilikan yang mungkin belum 

tercatat dalam sistem BPN dan Bappenda. Oleh karena 

itu, sinkronisasi data antara BPN Kota Cimahi dan 

Bappenda Kota Cimahi menjadi penting untuk 

memastikan akurasi dalam penetapan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Dari kegiatan ini menunjukan adanya 

bidang tanah yang tidak berada di posisinya, yang harus 

diolah kembali untuk memploting ulang bidang tanah 

tersebut. Serta adanya perbedaan nama pemilik yang 

harus dilakukan pengecekan lapangan untuk memastikan 

data yang benar-benar valid. 

Ketidaksesuaian data kepemilikan tanah pada 

BPN Kota Cimahi sering kali tidak sesuai dengan data 

wajib pajak di Bappenda Kota Cimahi, terutama jika 

terjadi perubahan kepemilikan yang belum dilaporkan 

atau diproses. Sering terjadi ketidaksesuaian antara luas 

tanah yang terdaftar di BPN dengan yang tercantum di 

Bappenda, yang bisa memengaruhi perhitungan PBB. 

Proses pembaruan data di kedua instansi sering kali tidak 

sinkron, sehingga menyebabkan perbedaan informasi. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk 

memperbaiki posisi bidang tanah yang tidak sesuai atau 

berbeda nama pemilik saat sinkronisasi dilakukan. 

• Verifikasi lapangan 

Petugas lapangan khususnya yang akan 

melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan 
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kebenaran data. Meminta dokumen data sertifikat 

pemilik tanah dan SPPT PBB. Dengan melakukan 

pengiriman surat pemberitahuan untuk meminta 

informasi mengenai objek pajak serta konfirmasi 

atas data yang telah disampaikan sebelumnya. 

Membawa peta yang telah dicetak sebagai acuan 

di lapangan. Menyiapkan surat tugas, surat 

pemberitahuan dan formulir tanda terima surat 

yang telah disiapkan untuk kegiatan di lapangan. 

Menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut 

adalah untuk menindaklanjuti kegiatan yang telah 

dilakukan melalui ketua RT dan ketua RW, yang 

mana hasil analisis menunjukkan adanya data 

yang belum lengkap dan perlu dikonfirmasi 

kembali melalui surat. Dalam surat tersebut, telah 

dicantumkan nomor WhatsApp yang dapat 

digunakan oleh masyarakat untuk mengirimkan 

data melalui nomor tersebut dengan format yang 

telah disediakan. 

 

 
Gambar 11. Contoh formulir pendataan ke lapangan 

 

Contoh formulir tanda terima surat 

pemberitahuan menjelaskan bahwa kegiatan ini 

bertujuan untuk menindaklanjuti pelaksanaan 

yang telah dilakukan oleh ketua RT dan ketua 

RW. Hasil analisis menunjukkan adanya data 

yang belum lengkap dan perlu dikonfirmasi 

kembali melalui surat. 

 

 
Gambar 12. Peta kerja untuk di bawa ke lapangan 

Membawa peta dan surat himbauan yang 

telah dicetak sebagai panduan di lapangan serta 

menyerahkan surat himbauan kepada masyarakat. 

• Pengolahan Data Hasil Lapangan 

Hasil pendataan lapangan data tersebut 

akan dikumpulkan di Google Spreadsheets. Data 

yang diberikan masyarakat akan direkap oleh 

admin yang mengurus hasil data yang telah 

diberikan dari masyarakat melalui nomor telepon 

WhatsApp admin. 

 

 
Gambar 13. Rekap hasil pendataan masyarakat yang 

sudah memberikan data 

 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya 

adalah sinkronisasi ulang terlebih dahulu untuk 

memastikan data yang terbaru sudah sesuai atau tidak 

sesuai pemiliknya dengan nama sertifikat. Ada 

perubahan sinkronasi data saat pengecekan lapangan. 

Dari nama-nama yang tidak sesuai kini sebagian menjadi 

sesuai karena data awal yang disampaikan tidak sesuai 

dengan nama sertifikat. Untuk data yang masih tidak 

sesuai diperlukan pengecekan arsip di BPN untuk 

melihat dokumen data masyarakat yang sudah 

menyampaikan dan memposisikannya sesuai titik nomor 

bidang yang berada di peta saat pada pengecekan 

lapangan. 

 

KESIMPULAN 

Sinkronisasi data antara BPN Kota Cimahi dan 

Bappenda Kota Cimahi merupakan langkah penting 

dalam menciptakan sistem administrasi pertanahan yang 

lebih efisien dan transparan. Tujuan sinkronisasi data ini 

untuk memastikan kesesuaian data bidang tanah antara 

BPN dan Bappenda di Kota Cimahi dan mengurangi 

konflik sengketa tanah dengan memperbarui data dan 

menyediakan data akurat untuk perencanaan 

pembangunan dan pengembangan kota. Kegiatan ini juga 

berfungsi untuk memvalidasi data yang sudah ada, bukan 

untuk mengumpulkan data baru terkait bidang tanah. 

Melalui inisiatif ini dapat menghasilkan data informasi 

yang lebih akurat mengenai pertanahan dan pajak serta 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pendapatan 
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daerah. Meskipun terdapat beberapa tantangan yang 

harus dihadapi, dengan perencanaan dan pelaksanaan 

yang baik, sinkronisasi ini akan memberikan manfaat 

jangka panjang bagi kedua lembaga dan masyarakat, serta 

dapat menjadi contoh dalam perbaikan data bidang tanah 

selanjutnya. 
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